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Penelitian ini dilatar belakangi adanya beberapa pedagang kaki lima di
pinggiran jalan di seputar Jalan raya Ngunut dekat lampu merah hingga seputar
jalan recobarong Ngunut. Penerapan di pinggir jalan yang tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Sehingga banyak Pedagang kaki lima yang merugikan
pengguna jalan maupun warga sekitar,sehingga menimbulkan kemancetan,
kecelakaan sampai adanya korban jiwa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan
Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 di Ngunut, 2). Bagaimana kesadaran hukum
pedagang kaki lima di Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012, 3) Bagaimana
kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam.
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:1). Untuk mengetahui dan
mendiskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012), 2). Untuk
mengetahui dan mendiskripsikan kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap
Perda No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum di Ngunut,
3).Untuk mengetahui kesadaran hukum dan mendiskripsikan pedagang kaki lima
di Ngunut dalam perspektif hukum islam

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan
jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara dan observasi.
Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dari verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1.) Dalam pengaturan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
tindakan Kabupaten Tulungagung mengalami banyak kendala dalam penegasan
aturan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak,
kurangnya personil anggota satpol PP dan prioritas pada wilayah kota,kurangnya
pemerintah menciptakan lahan untuk pedagang kaki lima 2). Kesadaran Hukum
Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Menunjukan bahwa para pedagang
kaki lima yang berada di sekitar jalan raya Ngunut yang sadar dengan hukum
dengan mengetahui isi dari Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
ketertiban umum dari berbagai macam sumber informasi dari sesama pedagang
kaki lima tetapi banyak yang tidak memahami isi Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pedagang kaki lima yang
belum sadar terhadap hukum karena kurangnya penyuluhan pemerintah tentang isi
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum terhadap pedagang kaki lima., 3). Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima
di Ngunut dalam perspektif hukum islam menunjukan bahwa PKL di Desa
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Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak taat terhadap ketetapan pemimpin. Hal ini
terlihat dari banyaknya para PKL yang melanggar ketentuan aturan dalam
perundang- undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam
penjelasan dalam hukum islam, bahwa setiap warga harus taat kepada
pemimpinya (Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59).
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This research was motivated by the presence of several street vendors on
the roadside around the Ngunut Highway near the red lights to around the
recobarong road in Ngunut. Roadside application that is not in accordance with
applicable regulations. So that there are a lot of street vendors who harm road
users and local residents, causing traffic, accidents and even casualties.

The problem formulation in this research is: 1) How is implementation of
Regional Regulation Number 7 Year 2012 in Ngunut?. 2) how is street vendor
legal awareness in Ngunut Against Regional Regulation Number 7 Year 2012 ?.
3) How is Street Vendor Legal Awareness in perspective of Islamic law. The
purpose of this research is 1) to know implementation of Regional Regulation
Number 7 Year 2012 in Ngunut. 2) to know street vendor legal awareness in
Ngunut Against Regional Regulation Number 7 Year 2012. 3) to know Street
Vendor Legal Awareness in perspective of Islamic law.

The research method used by researchers is qualitative methods and types
of field research. Data collection techniques used in this study were observation,
interview and observation. While the data analysis technique uses data reduction,
presenting data and drawing conclusions from verification.

The results of data analysis in this research include: 1) In the regulation of
Regional Regulation No. 7 of 2012 concerning the Implementation of Public
Order, the action of Tulungagung Regency experienced many obstacles in
affirming the regulation. The problem occurred because the number of street
vendors was too much, the lack of personnel in the PP Satpol and priorities in the
city area, the lack of government created land for street vendors 2). Street Vendor
Legal Awareness in Ngunut on Regional Regulation Number 7 of 2012
concerning the Implementation of Public Order. Shows that street vendors around
the Ngunut highway are aware of the law by knowing the contents of Perda
Number 7 of 2012 concerning the Implementation of public order from various
sources of information from fellow street vendors but many do not understand the
contents of Regional Regulation Number 7 In 2012 concerning the
Implementation of Public Order of Street Vendors who were not yet aware of the
law due to the lack of government counseling on the contents of Regional
Regulation Number 7 of 2012 concerning the Implementation of Public Order for
street vendors. 3) Street Vendor Legal Awareness in perspective of Islamic law,
shows that traders in Ngunut Village, Tulungagung Regency are not obedient to
the decisions of leaders. This can be seen from the large number of traders who
violate the provisions of the rules in legislation that have been determined by the
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government. As in the explanation in Islamic law, that every citizen must obey his
leader (Al-Quran Surat An-Nisa verse 59).
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